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EVALUASI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA
BALAI MAKAM BERSATU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA
BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK
DIAN MUSTNAINI
Kata Kunci : Evaluasi, Unit Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan M asyarakat

Penelitian ini berupaya menjelaskan _Evaluasi ‘Unity Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha
Milik Desa Bala' Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat di. Desa Balai Makam
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Sejalan dengan tujuan penelitian, maka
populasi dalam penelitian meliputi Kepala Desa, Ditrektur BUM Desa, Ketua Unit Usaha
Simpan Pinjam, Tata Usaha, Kasir, Staff Analisis Kredit dengan menggunakan teknik sensus
dan masyarakat pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam sgiumlah 501 orang dan yang menjadi
sampel adalah 25 orang dengan teknik purposive sampling. Adapun penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dengan tipe peneitian deskriptif. Maka sumber data penelitian diperoleh dari
kuisioner, observas dan dokumentasi. Dengan demikian diketahui bahwa Evaluasi Unit Usaha
Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Baa Makam Bersatu Terhadap Pendapatan
Masyarakat Di Desa Bala Makam KecamataniBathin.'Solapan Kabupaten Bengkalis adalah
kurang bak terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan
dimana pinjaman dana belum didapatkan oleh masyarakat miskin karena adanya agunan yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang meminjam masih banyak
yang belum bisa mengembangkan usahanya dengan haik karena belum adanya pelatihan
kewirausahaan dari pengelola yang mengakibatkan masih adanya masyarakat yang tidak
melakukan pengembalian sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
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EVALUATION OF SAFETY SAVING BUSINESSUNITSIN OWNED ENTERPRISES
IN BALAI MAKAM BERSATU VILLAGE ON COMMUNITY INCOME IN BALAI
MAKAM SUB-DISTRICT BATHIN SOLAPAN VILLAGE BENGKALISDISTRICT

ABSTRACT
DIAN MUSTNAINI
Keywords: Evaluation, Savings and Loans Business Unit, Income Welfare

This research attempts to find explain Evaluation of the Savings and Loans Business Unit at the
Village Owned Company of the Unified. Cemetery’ of‘the People's Income in the Balai Makam
Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. In line ‘with the research objectives, the
population in the study: included the Village Chief, BUM. Desa Directorate, Chairman of the
Savings and Loan Business Unit, Administration, Cashier, Credit Analysis Saff using 501 people
using census techniques and the loan beneficiary community. is 25 people with purposive
sampling technique. The research uses quantitative methods with descriptive research types.
Then the data source of this study was obtained from questionnaires, observation and
documentation. Thusiit is known that the Evaluation. of the Savings and Loans Business Unit at
the Village Owned Company of the Unified Balai Makam Against Community Income in the
Balai Makam Village of Bathin Solapan Sub-District, Bengkalis Regency is less impacted in
improving community income. This is due to the existence of obstacles wher e |oan funds have not
been obtained by the poor because of collateral in accordance with applicable regulations. And
there are till many people who borrow who have not been able to develop their businesses
properly because there is no entrepreneurship training from the managers which results in the

existence of communities that do not make repaymentsaceording to the stipulated time.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai begitu banyak wilayah yang menyebabkannya mesti
bisa melakukan pemerataan agar pemerintahan merata sampai ke daerah terpencil.
Kemudian _dibentuklah** pemerintahan ditingkat™ (Provinsi, _Kota Madya,
Kabupaten/K ota, bahkan Desa agar tercapai tujuan.menjalankan suatu pemerintah.
Dalan menecapal tujuan Indonesia, Negara menjaankan suatu pemerintah.

Pemerintah adalah orang atau badan yang menjalankan tugas negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan menggunakan asas desentralisasi,
dekonsentras _dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam pelaksanaan
pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi daerah. Desentralisasi adalah
penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah. Dekonsentrasi adalah
pelimpahan wewenang, yang berarti orang yang diberi. wewenang bekerja atas
nama yang memberi wewenang. Tugas pembantuan adalah penugasan dari
pemerintah pusat provinsi, provinsi ke Kabupaten/K ota/Desa. Sedangkan otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewagjiban untuk mengatur rumah tangga

sendiri.

Daam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia,
wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil. Hal ini dijelaskan dalam
pasa 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa wilayah-wilayah

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provins dan daerah Provinsi itu



dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiagp Provinsi, Kabupaten/Kota itu

mempunyai pemerintahannya sendiri.

Dalam pasal 18.b Undang-undang Dasar 1945.menjelaskan bahwa Negara
mengakui dan-menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat
khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Dan Negara mengakui
dan mengormati kesatuan-kesatuan masyarakat/hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan. perkembangan

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Desa
adal ah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab
yang harus dilaksanakan dalam konteks-penyelenggaraan otonomi daerah. Hal
tersebut dalam ‘Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah harus
mempercepat tercapainya kesejahteraan. melalui  peningkatan pemberdayaan
kepada masyarakat agar bisa mengelola sumber daya didaerahnya. Pemberdayaan
masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah usaha yang
dilakukan untuk meningkatkan pengembangan diri masyarakat agar kesejahteraan
bisa dengan cepat tercapai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam
merealisasikan kesgahteraan sosial bagi masyarakat. Program Pemberdayaan

Desa merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan. Maka



Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan usaha pemerintah untuk

mel epaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbel akangan.

Jenis kegiatan .Program Pembedayaan Desa pada dasarnya meliputi
seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau dalam
menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K21). Dalam
implementasinya bentuk-bentuk kegiatan Prograny Pemberdayaan Desa meliputi
kegiatan regular : perencanaan, pembangunan desalkelurahan melalui sektoral
kegiatan bidang ekonomi mikro, melaui Dana Usaha Desa yang di kelola oleh
Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan — Simpan Pinjam (UED-SP). UED-SP inilah
yang menjadi pengelola dana usaha desa yang berasal dari Pemerintah Provins
Riau serta Pemerintah K abupaten/K ota yang bersumber dari APBD dan dana yang
berasal dari kegiatan Simpan pinjam masyarakat. Pemanfaaten Dana Usaha

Desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan-masyarakat setempat.

Dasar pemerintah membuat program ini adalah untuk mengurangi tingkat
kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk bisa hidup mandiri
dengan mengembangkan usaha kecil yang merupakan sektor usaha strategis dan
potensial dalam menyerap tenaga kerja baru. Di samping itu fakta menunjukkan
kemampuan usaha kecil untuk bertahan dalam krisis ekonomi dan mampu
memulihkan penurunan kondisi usaha dengan cepat. Dengan adanya keberpihakan
pemerintah terhadap usaha kecil ini dapat berkembang dan menjadi usaha besar
sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi

nasional.



Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) atau Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis dikaitkan
dengan pembentukan Usaha Ekenomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam hal
mel akukan pemberdayaan keuangan masyarakat desa dan merupakan salah satu
Organisal atau Lembaga Pemberdayaan ‘Masyarakat Desa harus menjalankan
fungsi umum, yakni :

1. Pelaksanaan teknis pemberdayaan usaha ekonomi rakyat;

2. Pembinaan bantuan pembangunan perkreditan dan pemasaran

produksi;

3. Perumusan program ekonomi kerakyatan di pedesaan;

4. Pelaksanaan pengawasan terhadap program ekonomi kerakyatan;

5. Pembinaan usaha ekonomi kerakyatan dengan upaya pemberian

bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

6. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan atasan,

UED-SP Desa Bala Makam bertujuan untuk meningkatkan ekonomi
Desa dengan mengusahakan bantuan permodalan. Dalam pengel olaannya UED-
SP mengadopsi antara sistem koperasi, perbankan dan pegadaian. Pengelolaan
simpanan menggunakan istilah di koperasi yang dimodifikasi. Terdapat 3 jenis
simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela
Pengelolaan pinjaman menggunakan sistem pegadaian yang dimodifikasi. Jika di
pegadaian dalam satu periode tertentu tidak dapat menyelesaikan pinjaman maka

akan dilakukan lelang, di UED-SP Desa Baa Makam penyelesaian pinjaman



dilakukan secara administrasi setiap bulan. Pengelolaan jasa simpanan dan

pinjaman menggunakan sistem perbankan, untuk perhitungan jasa simpanan

sukarela dilakukan setigp periode, dan jasa ssmpanan sukarela dapat diambil

setiap saat. Kelembagaan UED-SP yang di bentuk di seluruh Desa di Kabupaten

Bengkalis dimulai pada tahun 2012 melalui musyawarah Desa untuk membantu

masyarakat dalam berusaha,. terutama usaha skala kecil dan menengah telah

berkontribusi positif bagi perkembangan usaha masyarakat Desa, dengan modal

awal sebesar Rp. 1.000.000.000-,

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa yang Berasal dari

Dana Usaha Ekonomi Desa memiliki tujuan :

1.

2.

Membantu permodalan usaha masyarakat desa

Meningkatkan /pendapat masyaraket dan upaya pengentasan
kemiskinan

Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir

Meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat desa

Meningkatkan pendapatan asli desa

Dan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 ini,

disebutkan pula bahwa dengan telah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa pada

masing-masing Desa di Kabupaten Bengkalis, maka pengelolaan aset UED yang

ada pada masing-masing Desa akan lebih efektif dikelola oleh Badan Usaha Milik

Desa dengan penyertaan modal Desa melalui Unit Usaha Simpan Pinjam. Sebagal

sdah satu unit usaha di bawah BUM Desa maka pengelolaan UED-SP



sepenuhnya menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab desa melalui peraturan
yang di buat oleh Desa sebagai penyertaan modal. Dimana pada modal pinjaman
dibebankan 10% pertahun sedangkan khusus masyarakat miskin 6% pertahunnya.
Dan ditingkat Desa sesual dalam.bab K etentuan Peralithan Pasal 43 pada Peraturan
Desa Bala Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor 4
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa disebutkan dengan jelas bahwa kelembagaan UED-SP yang ada saat ini,
dengan berdirinya BUM Desa “Balai Makam Bersatu” maka secara langsung
menjadi unit usaha dibawah BUM Desa “Balai Makam Bersatu”. Sebagai salah
satu unit usaha dibawah BUM Desa maka pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam
sepenuhnya menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab Desamelalui pengaturan

yang dibuat oleh Desa sebagal penyertaan modal Desa.

Pada Peraturan Desa Bdl ai- M akam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten
Bengkalis Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Pasal 2 yang menjelaskan maksud pendirian BUM Desa Balai Makam Bersatu
adalah mewujudkan kesgjahteraan masyarakat Desa Balai Makam melalui usaha
pengembangan usaha ekonomi. produktif industri, perikanan, pertanian dan
perkebunan serta sektor lainnya.

Untuk keperluan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, maka
terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisas terhadap data keuangan, aset
kelembagaan dan data pemanfaatan UED-SP sehingga pengelolaan ke depan
dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, transparan dan tidak menimbulkan

persoalan hukun di belakang hari dan sesuai dengan aturan perundang-undangan



yang berlaku. Sasaran di susunnya tata cara dalam melaksanakan inventarisas
adalah di dapatkannya kepastian data terkait dengan keuangan, aset kelembagaan
dan pemanfaat UED-SP yang akan di serahkan oleh Pemerintah Desa kepada
BUM Desa dan.selanjutnya di. serahkan _kepada BUM . Desa dalam bentuk
penyertaan modal bagi unit usaha simpan pinjam. Kegiatan inventarisasi adalah
serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil
pendataan data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaatan UED-SP dan
mendokumentasikannya.

Berdirinya UED-SP yang berlandaskan peraturan Bupati diharapkan harus
mampu mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa sesual
dengan citacCita yang tertera pada Peraturan Bupati tersebut, meningkatkan
dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah,
meningkatkan kebiasaan gotong royong serta diharapkan masyarakat desa agar
gemar menabung secara tertib.

BUM DesaBaa Makam Bersatu memiliki tujuan :

a  Meningkatkan perekonomian Desa

b. Mengoptimakan aset Desaagar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau
dengan pihak ketiga

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan

layanan umum warga



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

f.  Membuka lapangan kerja
0. Meningkatkan kesegjahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan

UdPdl

adangan umum

Desa Bala Makam Bersatu berasal dari Pemerintah Desa melakukan penyertaan
moda awa BUM Desa sgumlah yang tercantum dalam Peraturan Desa Tentang

tahun 2017 sebesar Rp. 90.000.000-,

Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan berdasarkan azas :

1. Transparan.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2.

3.

Akuntabel.

Berkelanjutan.

Kepengurusan unit usaha simpan pinjam terdiri dari :

8.

0.

s rendah/ tembok

sungai/ air hujan

Bahan bakar untuk masak adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
Mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu minggu sekali

Membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10. Makan hanya satu/ dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/ poliklinik
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12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas
lahan 500 m?, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan

dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-

p. 500.000,-

Tabel 1.1: Da \r ga Sl > : K ecamatan

No Per sentase
1 27%
2 26%
3 25%
4 23%
Sumber : Kanta
015 sampai tahun 2018
terus bertambah sedangka In atau angka kemiskinan di

Desa Baa Makam dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami penurunan
yang sangat kecil.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan

Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki



oleh Desa guna mengelola aset dan yang paling penting adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut data jumlah pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam BUM Desa

Balal Makam Bersatu dijelaskan pada tabel_berikut :

Tabel 1.2: Daftar Jumlah Pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM

Desa Balai Makam Bersatu tahun 2015 - 2018

: Tahun

No K 2015 2616 2017 2018
1 | Pedagang 18 140 123 13
2 | Peternakan 1 28 41 4
3 | Perkebunan 2 47 27 3
4 | Jasa 2 29 20 3
L aki-laki 8 140 126 13
Perempuan 15 104 85 10

Jumlah 23 244 211 23

Sumber : Kantor BUM Desa Balai Makam Bersatu 2019
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemanfaat unit usaha simpan
pinjam pada BUM Desa Bala- Makam Bersatu, pada tahun 2015 sampal tahun
2018 tidak begitu banyak masyarakat yang memanfaatkan unit usaha simpan
pinjam, hanya sebagian kecil dari mereka yang memanfaatkan dana unit usaha
simpan pinjam. Dan padatahun 2016 adalah jumlah pemanfaat unit usaha simpan
pinjam dengan jumlah yang paling banyak.
Adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan adalah sebagai
berikut:
1. Unit usaha simpan pinjam ini belum memberikan dampak pada
masyarakat di Desa Balai Makam karena tingkat perubahan pada
angka kemiskinan yang sangat kecil .

2. Belum adanya program-program pelatihan kewirausahaan dan
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mangemen usaha yang mengakibatkan usaha masyarakat Desa
belum dapat berkembang dengan baik sehingga penghasilan
masyarakat masih rendah dan belum bisa membuka lapangan kerja
bagi masyarakat.

3. Verifikasi calon pemanfaat yang belum berjalan sesua dengan
keharusannya karenayang mendapatkan pinjaman bukan masyarakat
yang berhak, dan masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan
dana unit usaha ssmpan pinjam ini untuk konsumtif bukan untuk
membuka atau mengembangkan usaha.

4. Dengan adanya Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai
Makam Bersatu diharapkan perekonomian masyarakat Desa
membaik dan terhindar dari pinjaman kepada rentenir.

5. Penentuan agunan terhadap pemanfeat dana unit usaha simpan
pinjam. Yang membuat masyarakat yang bisa memanfaatnya dana
ini adalah masyarakat yang memiliki jaminan harta yang dimiliki
oleh masyarakat ekonomi menengah keatas, sedangkan tujuannya
dari kegiatan “ini \salah, Satunya adalah upaya pengentasan
kemi skinan.

Setel ah dipaparkannya latar belakang penulis terdorong untuk mengamati
kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balar Makam Bersatu
dengan judul “Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha
Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di

Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis™.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

13

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan diatas memperoleh rumusan masalah pada penelitian

ini, yaitu “Bagaimana Evaluas Unit Usaha Simpan Pinjam Balai Makam Bersatu

pemberdayaan

Simpan Pinjam

a. Diharapkan bisa menyampaikan masukan agar dapat membantu
pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Bathin
Solapan Desa Balai Makam.

b. Sebaga sumbangan pemikiran dan bahan informasi ilmu pengetahuan

yang berkaitan dengan dampak BUM Desa.
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BAB 11

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

institusi, u

perundang-undangan, ketiga ha empunyai  kekuatan finansial untuk

membantu membiayal urusan kepentingan negara.

Selanjutnya menurut Apter (dalam Syafiie 2015:11) menyebutkan bahwa
pemerintahan itu adalah satuan badan yang memiliki tanggung jawab untuk

pertahanan dan monopoli dalam melaksanakan pemerintahannya.
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Soemendar (dalam Syafiie 2015:11) pemerintahan adalah badan penting,
dadam melaksanakan pemerintahan pemerintah semestinya memperhatikan

bagaimana pendapat dan kebutuhan rakyatnya.

Dikatakan oleh ‘Koswara (dalam Zirvia 2015:22) bahwa yang dimaksud
pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi seluruh kegiatan pemerintah dibidang
legislatif, eksekutif maupun-yudikatif. Yang“kedua dalam arti sempit yaitu

kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Objek material ilmu pemerintahan adalah negara. Objek forma ilmu
pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan
dengan sub-subnya (bailk hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara
yang di perintah dengan yang memerintah, antar lembaga serta hubungan antar
departement), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti
fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivites dan kegiatan, ggjaa dan perbuatan serta

peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elite pemerintahan yang berkuasa.

Menurut Ndraha (dalam Labolo 2014:21) menegaskan bahwa keseluruhan
gegjaa pemerintahan berawal dari-Tuhan danberakhir pada manusia sebagai objek
dan subjek yang melayani. Jika dihubungkan dengan agama, gejda ini
mengingatkan kita tentang makna spiritual ibadah shaat bagi kaum muslimin
yang memulai gerakan shalatnya dengan pengakuan kebesaran Tuhan (Allahu
Akbar) dan diakhiri dengan keselamatan bagi lingkungan sekitarnya

(Assalamual aikum Warahmatul lahi Wabar akatuh).
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Bevir (dalam Wasistiono dkk 2015:87) membagi pengertian pemerintahan
kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebaga sebuah ingtitus
(government as an institution), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan
sebaga sebuah preses (government as a process). Lalu Bevir menjelaskan dalam
arti sempit, kata pemerintahan merujuk pada wujud kewenangan negara dan
diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu.
Pada bagian lain Bevir juga menjelaskan mengenai pemerintahan dalam arti |uas,
pemerintah adalah cara untuk memerintah antitas tertentu pada saat tertentu pula
Kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan. dan tingkatan

pengendalian masyarakat oleh negara.

2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagal pelaksana pemerintahan memiliki- wewenang untuk
mengeluarkan berbagal kebijakan agar -tugas-tugas pokok pemerintahan dapat
dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dapat ditemukan dalam berbagal
bidang seperti kesgjahteraan, kesehatan, peendidikan sosial dan sebagainya.

Secara umum istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjuk perilaku
suatu lembaga pemerintahan. Kebijakan dan pembangunan adalah konsep yang
saling berkaitan, daam dalam melakukan pembangunan dibutuhkan kebijakan
untuk memberikan pedoman dalam berbagai proyek pembangunan. Sebagai suatu
perubahan yang dibuat secara terencana, pembangunan bentujuan untuk membuat
perubahan ke arah yang lebih bak. Untuk mencapainya pembangunan

memerlukan program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
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Dan untuk membuat program-program ini tentu sgja pembangunan memerlukan
pedoman agar terarah dan tepat pada tujuan.

Dengan demikian menurut (dalam Suharto 2015:3) pembangunan diartikan
sebagal salah satu.carauntuk meningkatkan kualitas keadaan secara terstruktur.

Helco (dalam Wahab 2011:35) mengatakan bahwa kehijakan bukanlah
istilah yang jelas dengan sendirinya, karena'itu Helco menyarankan dan sekaligus
menunjukkan bahwa kebijakan itu lebih baik dipandang sebagal kegiatan yang
sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada
dipandang sebagal kepurusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu.

Menurut Sutopo (dalam Zirvia 2015:28) kebijakan publik adalah konsep
yang dibuat oleh pemerintah yang disgjikan untuk kepentingan masyarakat dan
agar masalah yang ada di masyarakat dapat terpecahkan.

Ealau dan Prewitt (dalam Suharto 2005.7) mengatakan kebijakan adalah
ketetapan yang berlaku yang dijalakan secara konsisten dan berkelanjutan baik
yang membuat ataupun yang menaatinya.

Selanjutnya Titmuss (dalam Suharto 2005:7) mendefenisikan kebijakan
sebagal prinsip-prinsip yang mengatur “tindakan kepada tujuan yang telah
disepakati.

3. Konsep Evaluas

Menurut KBBI evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu

ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang

lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan
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negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1978:48).

Nurcholis (2007:277) menjelaskan evaluasi adalah proses yang

N AN

Q)

Apakah suatu

(
4

an tujuan yang

3

Evaluas paling sering digunakan untuk melakukan sebuah penilaian. Inti
evaluas adalah menilai hasil kegiatan apakah sudah berjalan dengan baik dan
sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, evaluasi program pemerintah adalah suatu
proses penilaian memberikan informas tentang pelaksanaan sekarang dan

keefektifannya guna membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang

akan datang. Oleh karena evaluas merupakan suatu bentuk analisis
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kebijaksanaan, maka prosedur-prosedur analisis kebijaksanaan dapat diterapkan.

Tujuan program yang di evaluasi harus dirumuskan, ukuran kefektifan ditemukan,

dan kriteria untuk perbandingan ditentukan (Moekijat 1995:180).

P

idah program

&F

EA L

dilayani oleh

LY

dengan penyusunan sosia kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya
meliputi :

1. Sosia masukan

2. Sosia keluaran

3. Sosid hasil
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Lebih jauh lagi evaluasi berusaha mengidentifikas mengenai apa yang
sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian
evaluas bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan

2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kel ompok sasaran

3. Mengetahui dan_menganalisa 'kensekuensi-konsekuensi lain yang

mungkin terjadi diluar rencana (Suharto, 2017:199)

Dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya
suatu pelayanan sosia. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai
hal yang berkaitan dengan program apakah sudah sesuai dengan rencana dan
apakah sudah tercapai sesual dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Pemberdayaan

Dalam « Suharto  (2017:57) secara koseptual, pemberdayaan atau
pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’. Karenanya, ide utama
pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenal kekuasaan. Kemungkinan
terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua ha yaitu bahwa
kekuasaan dapat berubah dan kekuasaan dapat diperluas.

Menurut Ife (dalam Suharto 2017:59) pemberdayaan memiliki dua kunci,
yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan tentang
kekuasaan politik dalam arti sempit. Pemberdayaan adalah sebuah proses tujuan.
Sebagal proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka
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pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah
perubahan sosial ; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

baik yang bersifat mi, maupun Sep memiliki kepercayaan

diri, man ‘!%}\“‘ .& erpartisipasi

= Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak
mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan sesuatu.

= Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau
pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau

tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatna.
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= Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan

dengan kegiatan lainnya, sebab setigp orang cenderung untuk

mengkaitkan kegiatannya dengan kegiatan yang lainnya.

Upa - ‘j ngi ke :P_ an usaha menangani
ketidakberdayae akan sebagai

upaya mena

dalam pengentasan kemiskinan adalah:
(1) Pemerintah dan pihak luar (LSM) dalam menggunakan model
pemberdayaan harus mengarahkan pada proses transformasi hubungan

antara kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang

bersangkutan.
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(2) Model pemberdayaan mensyaratkan pula penghapusan pendekatan

masa mengambang seperti yang terjadi pada masa orde baru.

(3) Model pemberdayaan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila

diger intel ekt

mockls ek
<o <

5. Ko

Pad i
Undang-un 6 Liﬁ 2 enf_
pemberday esa, d| S |ak€!1
Pemerintah
umumnya.

Menur pEKAaN BP'RO
Badan Usaha S

“ »

pemerintah Desa di

pemerintah Desa dan masy.

abila desa

nan secara

ran Pelaksaan
menyebutkan
tual desa atau

pembangunan pada

un 2010 Tentang

ang didirikan oleh

laannya dilakukan oleh

Berdasarakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (3)

menyebutkan BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau

pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar pemerintah dalam membuat program ini adalah untuk mengurangi

tingkat kemiskinan. Dimana program ini merupakakan program yang diharapkan
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banyak berperan membantu masyarakat, agar masyarakat miksin bisa bangkit dari
kemiskinan dan memiliki hidup yang lebih layak serta sgjahtera.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat
penanggulangan _kemiskinan di. daerah perdesaan adalah.dengan memutuskan
program- pemberdayaan desa yang antara lain diwujudkan melalui unit usaha
simpan pinjam. Dimana dalam:kegiatan: ini sctiap desa dapat memanfaatkan
dananya secara bergulir untuk membuka atau mengembangkan usaha yang
dimiliki.

Pedoman umum program pemberdayaan Desa menyebutkan bahwa dana
usaha DesalKelurahan diberikan melalui pendekatan pelimpahan pengelolaan
program dari tingkat provinsi dan kabupaten ketingkat DesalK elurahan, dari
pembinaan dari tingkat provinsi dan kabupaten yang pengelolaannya dilakukan
ketentuan sebagal berikut :

1. Dapat dimanfaatkan secara langsung oleh sekelompok masyarakat
ataupun perorangan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam
pel aksanaan dan pengabadian kegiatan

2. Usulan kegiatan harus "di “bahas melaui forum musyawarah
Desa/lKelurahan sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan
Desa/Kelurahan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim
verifikas usulan

BUM Desa merupakan salah satu badan perekonomian Desa yang dibina
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pendirian BUM

Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas yang didukung dan oleh
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kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang ikut membantu dan melindungi usaha
masyarakat dari pesaing para pemodal besar. Mengingat BUM Desa adalah

sebuah badan ekonomi yang masih baru beraksi di perdesaan, maka badan ini

bahan untuk masyaraka skin melalui hibah, bantuan sosial dan
kegiatan dana bergulir
Dalam Tama dan Yanuardi (2013:23) aktivitas BUMDES memberikan
pengaruh eksternal yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaatnya terhadap aspek
ekonomi pedesaan antaralain :
1) Memperluas lapangan kerja

2) Peningkatan kesgjahteraan masyarakat
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3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah

Untuk keperluan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, maka
terlebih dahulu perlu.dilakukan inventarisas terhadap data keuangan, aset
kelembagaan .dan  data pemanfaatan unit usaha simpan pinjam sehingga
pengelolaan ke depan dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, transparan dan
tidak menimbulkan persoalan “hukum di “belakang hari dansesuai dengan
peraturan yang berlaku. Sasaran disusunnya tata cara dalam melaksanakan
inventarisas adalah di dapatkannya kepastian data terkait dengan keuangan, aset
kelembagaan dan pemanfaat unit usaha simpan pinjam yang akan di serahkan oleh
Pemerintah Desa kepada BUM Desa dan selanjutnya di serahkan kepada BUM
Desa dalam bentuk penyertaan modal bagi unit usaha simpan pinjam. Kegiatan
inventarisasi adalah kegiatan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan
hasil pendataan data keuangan;-aset kel embagaan-dan data pemanfaatan UED-SP

dan mendokumentasikannya.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrass Nomor 4" Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa
pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk menampung semua kegiatan dibidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola Desa dan/atau kerjasama antar-
Desa. Dimana pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.

Maksud pendirian BUM Desa Balai Makam Bersatu dalam Peraturan Desa
Baa Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah

mewujudkan kesegjahteraan masyarakat Desa Balai Makam melaui usaha
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pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan
perkebunan serta sektor lainnya.
6. Konsep Kemiskinan

Menurut Ellis (dalam Suharto 2017:133) kemiskinan.menyangkut dimensi
dari aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan
dapat didefinisikan sebagal kekurangan dalammemenuhi kebutuhan hidup.

Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yang
pertama kemiskinan absolut adalah kemisikinan yang diakibatkan oleh tidak
makmurnya kehidupan seseorang yang menyebabkan orang itu tidak mampu
memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami dengan
membandingkan  ‘kondisi umum’ suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan
misalnya Rp. 100.000 perbulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan
Rp.125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata
masyarakat setempat adalah Rp. 200.000 per bulan, maka secara relatif orang
tersebut termasuk miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural yaitu dilthat dari sikap, gaya hidup, nilai,
penyesuaian sosia budaya yang tidak sgjalan masyarakat modern. Sikap malas,
dan tidak memiliki jiwa wirausaha adalah salah satu karakter yang umumnya
dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh

ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak
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memungkinkan seseorang mendapatkan sumber-sumber kehidupan yang tersedia
untuk mereka.

Pada umumnya, orang miskin di tandai oleh rendahnya pendapatan,
rendahnya pendidikan, keterampilan dan _akses pada sumber-sumber informasi
dan kesempatan sosial, akan sangat sulit memperoleh pekerjaan.

Dengan menggunakan perspekstif yang lebih luas lagi, David Cox (dalam
Suharto 2017:132) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimens :

1. Kemiskinan yang diabaikan globalisasi, yaitu negara maju yang pada
umumnya selalu menjadi pemenang sementara negara berkembang
tersingkirkan oleh persaingan pasar bebas.

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Seperti halnya
kemiskinan yang terjadi di perdesaan akibat rendahnya pembangunan,
kemiskinan pedesaan (kemiskinan, akibat peminggiran perdesaan
dalam proses pembangunan, kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang
disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-
anak dan kelompok minoritas.

4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan ynag terjadi akibat faktor-
faktor eksternal, seperti konflik bencana alam, dan tingginya jumlah
penduduk.

Secara luas kemiskinan sering didefenisikan sebagai kondisi yang ditandai

dengan kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan

transportass yang dibutuhkan. Defenisi kemiskinan dengan menggunakan
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pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam
mendefenisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam

memenuhi  kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos,

3. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili
masal ah kemiskinan yang begitu rumit ?
Dalam Ngutra (2017) salah kemiskinan terjadi bukan hanya begitu sgja,
namun dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Suharto kemiskinan
diakibatkan oleh faktor berikut:

(1) Faktor individual, orang miskin disebabkan oleh perilaku.
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(2) Faktor sosia, yaitu kondisi lingkungan sosial yang menjebak
seseorang menjadi miskin.

(3) Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan

K pada Ste g tidak adil

pendapatakan

hi  kebutuhan

antara kemiskinan dengan
kesehatan. Hubungan anatara hal ini yaitu rendahnya jumlah
pendapatan membuat seseorang sulit memenuhi kebutuhan pokoknya
sehingga tidak memdapatkan standar gizi dan pelayanan kesehatan

yang baik.
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7. Konsep Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah proses pemberdayaan kepada masyarakat

miskin atau masyarakat yang berada pada | apisan bawah. Tujuan dari pengentasan

menyediakan cadangan beras pemerintah sebanyak 1 jutaton.

b. Mendorong pertumbuhan untuk rakyat miskin, bertujuan untuk
memberikan fasilitas kepada masyarakat agar bisa membuka dan
mengembangkan usaha. Y ang berkaitan dengan program ini misalnya

seperti menyediakan dana bergulir bagi masyarakat atau koperasi
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simpan pinjam dan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar
bi sa mengembangkan usahanya dengan baik.

c. Memperluas program pembangunan masyarakat, yang bertujuan untuk

et

Program teknis yang di buat oleh pemerintah adalah seperti bantuan
sosial untuk korban bencana alam, pemberdayaan sosia keluarga dan
fakir miskin serta memberikan bantuan tunai bagi rumah tangga
sangat miskin (program keluarga harapan).

Pada program pemberantasan kemiskinan juga mengarah kepada praktek

pemberdayaan masyarakat, yang memandang cenderung mengarah pada
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pemberdayaan ekonomi. Karena itulah pemberdayaan selalu dilakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Bentuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat adal ah berupa bina usaha.

AR

q
™
™

5 g §e

7}

mendapatkan haknya. Salah satu strategi dalam mencapai hal tersebut adalah
dengan memberikan kepada mereka kesempatan penuh dalam proses
pembangunan ekonomi.
8. Konsep Kesgahteraan
Dalam Rosni (2017:57) menurut BKKBN keluarga sgahtera adalah

keluarga yang terbentuk dalam ikatan pernikahan yang sah, kebutuhan spiritual
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dan materia yang terpenuhi, bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang baik antara sesama manusia.

Kesgahteraan adalah keadaan dimana seseorang dapat memenuhi

\ A

RTAENARAE

ing diartikan
secara luas as hidup manusia

baik pada

memenuhi bentuk barang
ataupun jas 'I menunjukkan
kesegjahteraan. enuhinya seluruh
kebutuhan baik b

Konsep k .Q ‘ dalam Rosni 2017:57) dapat
dirumuskan sebagai pandangan makna da ep martabat manusia yang dapat

dilihat dari empat indikator, yaitu :
* Rasaaman
= Kesgahteraan
= Kebebasan

= Jati diri
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Menurut Kolle (dalam Rosni 2017:57), kesegjahteraan dapat dilihat dari

beberapa aspek kehidupan:

1)

4)
5)

6)

Dari segi materi, misalkan kualitas rumah.

kelahiran dan angka harapan hidup

Fertilitas dan keluarga berencana

Polakonsumsi

K etenagakerjaan, status pekerjaan menjadi 7 macam yaitu berusaha

sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha
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dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta
pekerjakeluarga.

Perumahan

b. Delapan indikator keluarga sejahtera ll, melipuiti :

Pada umumnya anggota kel uarga mel aksanakan ibadah agama.
Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan
lauk daging/ ikan/ telur

Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel

pakaian baru dalam setahun.
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Luas lantai paling kurang 8 m? untuk tiap penghuni.

Tigabulan terakhir anggota kel uarga dalam keadaan sehat.

Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk

JJJJJ

2
E,,
;_

¢

¢
&

d. Keluargasegahteratahap |11 plus meliputi :
- Keluarga sukateratur dengan suka rela memberukan sumbangan
materil untuk kegiatan sosial.
- Adaanggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan
sosial/ yayasan/ institusi.

Adapun lima tahapan kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut :
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1. Tahapan Keluarga Pra Segjahtera (KPS) yaitu keluarga yang
tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera |l

2. Tahapan keluarga sgiahtera | yaitu keluarga mampu memenuhi 6

kelu stapi tidak memenuhi

‘me‘h\‘ ] #

SN
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Tabel I1.1: Pendlitian Terdahulu

39

Penelitian,
Populasi dan

Nama

No. Penelltl
1
2
3

Lokas
Pendlitian,
Metode

Penelitian
Kualtatif.
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C. KerangkaPikiran

Gambar 11.1: Model Kerangka Pikiran Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam
Pada BUM Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan
i Desa Balai am Kecamatan Bathin

et

fed
o
4
"
.
0
¢

/

Tidak Baik

Sumber : Modifikas Pendlitian 2019



41

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pengertian dan penganalisaan maka penulis akan
memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang diapakai. Adapun konsep-
konsep operasional tersebut antaralain :

1. Evaluas adalah penilaian secara menyeluruh yang menyangkut inpuit,
proces, output, dan outcomes dari kebijakan Pemerintah Daerah.

2. Penilaian terhadap penelitian ini difokuskan pada bagaimana
pendapatan masyarakat sebelum atau setelah adanya program Unit
Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Bala Makam Bersatu.

3. Program pemberdayaan Desa adalah program yang bertujuan untuk
menaggulangi kemiskinan sehingga masyarakat terlepas dari jerat
kemiskinan dan keterbelakangan.

4. BUM Desa merupakan salah satu badan perekonomian Desa. Pendirian
BUM Desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung
oleh kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang ikut memfasilitas dan
melindungl usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para
pemodal besar.

5. Baiknya kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam ini dilihat dari
bagaimana jumlah pendapatan masyarakat.

6. Input, yaitu masukan yang digunakan agar sistem berfungsi. Evaluas
pada tahap awal program bertujuan untuk memastikan bahwa rencana
yang akan dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ditemukan yang

meliputi sumber daya, dana, tenaga, sarana dan prasarana yang ada.
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. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk

pelayanan kepada masyarakat.

. Output, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
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E. Operasional Variabel

Tabel 11.2

: Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluas Unit Usaha
Simpan Pinjam Pada BUM Desa Balai Makam Bersatu
Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam

an Bathin Solapan Kabupaten

outcomes.
(Hanif

Nurcholis
2007:277)

input, proces
output dan '

Kategori
Ukuran
5
Ordinal

Ordinal

Ordinal

. Menghindarkan
masyarakat dari
pinjaman dengan
bungatinggi.

4. Outcomes | 1. Meningkatkan Ordinal
(dampak) pendapatan
masyarakat

2. Masyarakat tidak
bergantung kepada
rentenir

Sumber : Data Olahan Pendlitian 2019
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F. Teknik Pengkuran
Dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini, maka perlu ditetapkan

pengukuran untuk variabel maupun indikator variabel. Untuk indikator variabel

Bak : i asil tanggapan responden berada pada
kategori baik maka rentang persentase 67% - 100%
Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada
kategori kurang baik maka rentang persentase 34%

- 66%
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Tidak Baik . Apabila hasil tanggapan responden berada pada

kategori tidak baik maka rentang persentase 0% -

33%

Kurang Ba ; 1 berada pada

AL\

Tidak Baik

EA Y L
Qﬂ’“

4. Qutcome

Ukuran pen 0
Baik '. . : responden berada pada
@

’= ’ﬁ,‘t" entang persentase 67% - 100%
Kurang Baik . Apabila hasil tanggapan responden berada pada
kategori kurang baik maka rentang persentase 34%

- 66%
Tidak Bak . Apabila hasil tanggapan responden berada pada

kategori tidak baik maka rentang persentase 0% -

33%
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. TipePenditian

itian kuantitatif karena

Pinjam tetapi

belum berjaan s i dlah satunya adalah

Populasi menurut Nawawi (dalam Iskandar 2008:68) adalah seluruh
subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang memiliki
karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Sampel menurut Sugiyono (dalam Iskandar 2008:69) sampel adalah bagian
dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Adapun yang menjadi populasi dan

sampel dalam penelitian ini adalah Kelapa Desa, Direktur BUM Desa Baai
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Makam Bersatu, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, Tata Usaha, Kasir, Staf
Analisis Kredit dan masyarakat pemanfaat dana unit usaha simpan pinjam.

Tabel I11.1: Jumlah Populasi dan Sampel

No Jenispopulas Populasi,, Sampel | Persentase
1 | KepalaDesaBalal Makam 1 1 100%

2 | Direktur Badan Usaha Milik Desa il ! 100%

3 | KepalaUnit Usaha Simpan Pinjam i il 100%

4 | TataUsaha 1 il 100%

5 | Kasir Uy 1 100%

6 | Staf Analisis Kredit 1 1, 100%

7 | Masyarakat Pemanfaat Unit Usaha 0

Simpan Pinjam o > S
Jumlah 507 31

Sumber : Data Olahan Pendlitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik yang berbeda karena
jumlah populasi” yang berbeda Dalam penelitian teknik penarikan sampel
menggunakan dua teknik yaitu teknik ‘sensus untuk Kepala Desa Balai Makam,
Direktur BUM Desa Balai Makam Bersatu, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam,
Tata Usaha, Kasir dan Staf Analisis Kredit karena jumlah populasi yang tergolong
kecil.

Sedangkan untuk masyarakat pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam
menggunakan teknik purposive sampling yaitu cara penarikan sampel dilakukan
dengan memilih subjek berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Dikarenakan
jumlah masyarakat pemanfaat dana Unit Usaha Simpan Pinjam yang cukup besar
maka dilakukakan dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang
ingin diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan

tertentu yang tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan.
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E. Jenisdan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adal ah:

responden cukup besar. Joner ini diberikan kepada responden
yaitu masyarakat pemanfaat dana unit usaha ssmpan pinjam pada
BUM DesaBalai Makam Bersatu.

2. Observas
Observas atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terjadi pada objek

penelitan. Pengamatan ini dilakukan terhadap objek ditempat
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berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan pada Badan Usaha

Milik Desa Bala Makam Bersatu yang berkedudukan di J. Kualo

Mudo KM .6 Kulim Desa Balai Makam.
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Tabd 111.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Unit Usaha Simpan
Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu
Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam

zZ
@]

0 N O O | W N

10

11

n Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

e[| Desernber

_..-lilﬂﬁi'l!
»lihﬂZD'n.._
™
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BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Kabupaten

2

o

at®
g
=

g

‘t'

Visi Kabupaten
Perdagangan di Asia Tenggara dengan Dukungan Industri yang Kuat dan Sumber
Daya Manusia yang Unggul Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan

Makmur Pada Tahun 2020”. Sedangkan Misi Kabupaten Bengkalis Yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

2. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi;
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3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui
peningkatan investasi;

4. Meningkatkan infrastruktur daerah dan ;

5. Mengimplementasikan  desentralisasi  politik, keuangan dan
administrasi dalam sistem pemerintahan daerah melalui pelaksaan tata
kelola pemerintah yang baik (good governance).

Adapun Kabupaten Bengkalis memiliki 11 Kecamatan, Kecamatan
tersebut antara lain Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Rupat, Rupat Utara,
Pinggir, Siak kecil, Bandar Laksamana, Tualang Mandau dan Kecamatan Bathin
Solapan. Salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi
Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bathin Solapan. Dimana kecamatan ini
merupakan kecamatan baru yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan ini
merupakan pemekaran dari Kecamatan M andau.

Terdapat 13 Desa dan tidak ada Kelurahan di Kecamatan Bathin Solapan.
Desa-desa ini juga merupakan hasil dari pemekaran. Desa tersebut antara lain,
Bala Makam, Tambusal Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Petani,
Buluh Manis, Air kulim, Sebangar, Boncah.-Mahang, Bathin Sobanga, Pemes,

Kesumbu Ampai dan Bumbung.

Desa Bala Makam adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan
Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Luas wilayah Desa Baa Makam adalah
650 Hektar. Desa Bala Makam merupakan Desa tua yang ada di Kecamatan
Bathin Solapan dan dimekarkan pada tahun 2013. Dari pemekaran ini terdapatlah

tiga Desa, diantaranya Desa Simpang Padang, Desa Tambusai Batang Dui dan
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Desa Pematang Obo. Suhu rata-rata di Desa ini adalah 40°C dengan kelembapan
30,00. Dengan status tingkat kebisingan “sedang” yang sumber kebisingannya

berasal dari kendaraan yang melintas dijalur lintas menyebabkan aktifitas

r 4
“Terwujudnya at Desa Bala 3erakhlak Mulia, Sehat,

Cerdas dan

ECR o

s

tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib
belgjar

6. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber utama pendapatan

masyarakat

7. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi

melaui perbaikan sarana dan prasarana umum
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Wilayah Desa Balai Makam terdapat 4 Dusun, yaitu Dusun Balai Makam
Lamo, Dusun Desa Maju, Dusun Ikri Bersatu dan Dusun Air Kulim. Dan terdapat

9 RW dan 45 RT di Desa ini. Layaknya Desa lain, Desa Baai Makam memiliki

batas-batas wila

?

/

wantl)

:
A% NEAN

jumlah total
dengan jumlah

laki-laki 4.682 jiw N perempuan 47 g ah kepala keluarga

Keadaan sosia dan ekonomi penduduk Desa Balai Makam berikut ini akan
dipaparkan mengenai mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana.
Sebelum menjelasakannya, berikut adalah keadaan kesegjahteraan keluarga di Desa

Balai Makam :



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

55

Tabd 1V.1: Keadaan K esgjahteraan Keluarga Desa Balai Makam

No Tahapan Kesgjahteraan Jumlah Keluarga
1 Keluarga Prasegjahtera -

2 | Keluarga Sgjahtera 1 560

3 | Keluarga Sej ahtera 2 159
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Tabd 1V.2 : Keadaan Penduduk Desa Balai Makam Berdasarkan Mata

Pencaharian
No. Jenis Pekerjaan Laki-laki | Perempuan
1 | Petani 325 128
2 | Buruh Tani 41
3 | Pegawai { 57
4 2
5
6
7 | Bi T - 2
8 |A i -
9 | TN -
10 | PO -
11 | Pen 357
12 | Do 2
13 | Pembant - - 15
14 | Ped - - 81
15 | Pen = | 3 2
16 | Dukun Tradision =¥~ l 3 2 1
17 | Kary ] 15
18 | Pensi | -
19 | Pengr LB 15
3 orang
Sumber : K 1
Dari tabel caharian terbanyak adalah

pengusaha kecil, m a pencaharian terbanyak

yang kedua adalah karyawan a. Dan dapat ditarik kesimpulan
bahwa penduduk di Desa Balai Makam lebih memilih untuk membuka usaha

sendiri.

b. Tingkat Pendidikan
Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan

melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber daya alam yang tersedia
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untuk dimanfaatkan diberbagal tamatan pendidikan. Gambaran pendidikan

penduduk di Desa Balai Makam dapat dilihat padatabel dibawahini :

Tabd 1V.3: Jumlah Tamatan Pendidikan Penduduk

No. Tingkatan Pendidikan Laki-L aki Perempuan
1 | Tamatan SD 558 561
2 | Tamatan SMP. 673 561
3 | Tamatan SMA 881 829
4 | Tamatan Diploma/S1/S2 Sk 369
5 | Putus Sekolah SD/SMPISMA 459 398
6 Jumlah 5.604 orang

Sumber : Kantor Desa Balai M akam 2019

Dari tabel diatas tarik kessmpulan bahwa di Desa Balar Makam tamatan

tingkat SMA adalah tamatan tingkat pendidikan yang paling banyak dengan

jumlah 1.710 orang. Dan yang paling sedikit adalah tamatan Diploma/S1/S2

dengan jumlah 684 orang. Yang berarti dengan tingkat pendidikan seperti ini

seharusnya penduduk sudah bisa mengel ola sumber daya alam dengan baik.

c. Sarana dan prasarana

Setelah dipaparkan tentang tingkat pendidikan penduduk, tentu saja ada

sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang sangat mempengaruhi tingkat

pendidikan masyarakat. Dibawah iniadalah jenis sarana pendidikan di Desa Balai

Makam, yaitu :

Tabe 1V.4: Jenis Sarana Pendidikan Desa Balai Makam

No Jenis Sarana Pendidikan Jumlah

1 TK 5

2 SD 3

3 SMP 1

4 SMA 2
Jumlah 11

Sumber : Kantor Desa Balai M akam 2019
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Apabila dilihat dari data sarana pendidikan pada tabel diatas, maka sarana
pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sudah memadai, karena sarana
pendidikan mulai dari TK sampal SMA sudah ada. Hanya sgja sarana pendidikan
seperti pasantren atau sekolah keagamaan yang belum dimiliki.

Agama atau airan kepercayaan di Desa Balai Makam juga bermacam.
Diantaranya masyarakat yang. beragama: Islam berjumlah 6.877 orang, yang
beragama’ Kristen 1.440 orang, yang beragama Katolik 873 orang dan yang
beragama Budha berjumliah 195 orang. Dari berbagai kepercayaan ini tentu saja
harus memiliki sarana untuk beribadah dari masing-masing kepercayaan. Jenis
sarana beribadah akan dituangkan padatabel berikut :

Tabel V.5 Jenis Sarana Tempat | badah di Desa Balai Makam

No Sar ana Peribadatan Jumlah

1 | Megid 1

2 | Surau/Musholla il |

3 | GergaKristen Protestan B

4 | GergjaKristen Katolik !
Jumlah 26

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah mesjid dan musholla adalah jumlah
tempat ibadah yang paling banyak sesual dengan jumlah masyarakat di Desa Balai
Makam yang mayoritas beragama lslam. Dan jumlah tempat ibadah yang paling

sedikit adalah gergja Kristen Katolik.

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Balai M akam
Unsur pemerintahan di Desa Balai Makam dijalankan sesuai dengan
peraturan yang mengatur dan berlaku. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan

Desa dipilih oleh masyarakat Desa Bala Makam melaui pemilihan langsung.
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Kepala Desa tentu sgja tidak bekerja sendiri, ia dibantu dibantu oleh aparat Desa

yang bisa dilihat pada tabel beikut :

T

5

>

Mw.,ﬂle@.mwrﬁu—ro“ L\

Tabel 1V.6: Aparat Pemerintah Desa Balai Makam

No

< w0 (O

N~

(c0)

o)
<
o

10
Sumber :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
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Struktur Pemerintahan Desa Balai Makam Kecamatan

ris Desa

aur Umum

Syafrizal

Kadus Balai Makam
Lamo

Kadus Desa Maju

Kadus lkri Bersatu

Kadus Air Kulim

Yusli Kaharjono

Sarbani

Abdul Ghofur

Ismonanda

Sumber : Modifikas Penelitian 2019
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E. Gambaran Singkat Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Ber satu

BUMDes dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrass Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan. Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan hasil
dari musyawarah Desa Balai Makam yang dilaksanakan padatanggal 18 Juli 2017
bertempatan di Desa Bala_ Makam, disepakati untuk membentuk BUMDes.
Dalam Peraturan Desa Balat Makam Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa disebutkan BUMDes
yang didirikan ditetapkan dengan nama BUMDes Balai Makam Berstau. Potens
ekonomi perdesaan yang dimiliki adalah "home _industri, pertanian dan
perkebunan, simpan pinjam, perdagangan dan lain-lain. Kegiatan usaha yang
sedang berjalan adalah Unit Usaha Simpan Pinjam Balai Makam Bersatu. Berikut
adal ah tabel kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan :

Tabel V.7 : Kegiatan Usaha yang Direncanakan akan Dikembangkan

: Produk/K egiatan yang
No N 7 dilaksanakan atau dihasilkan
1 | Pandal Beli Beli harga kontan bayar cicilan
2 | Usaha Distributor Bahan Pangan | Beras, minyak, gula, dll
3 | Jasa Pembuatan Sumur Bor Pembuatan sumur bor
4 | Jasa Service AC Sevice AC

Sumber : Kantor Badan Usaha Milik Desa Balai M akam Bersatu 2019

Jenis usahaBUM DesaBala Makam Bersatu berupa :

a) Bisnis sosia sederhana yang memberikan pelayanan umum pada
masyarakat.

b) Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat.

¢) Usaha perantarayang memberikan jasa pelayanan pada warga.
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d) Bisnis yang berproduks dan/atau berdagang barang-barang tertentu
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
€) Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro

pel aku usah esa berupa pemberian

o | SESEEA N1 T

s =
- )
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Responden
Dari pengamatan yang dilakukan pendliti dalam melaksanakan penelitian

terhadap seluruh responden yang digunakan sebagal sampel, maka bab ini akan
menjelaskan hal-hal yang behubungan dengan identitas responden dan hasil
jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner. Dimana dalam penelitian
ini menggunakan sampel yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Direktur
BUM Desa, 1. orang Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, 1 orang Tata Usaha, 1
Orang Kasir, 1 Orang Staff Analisis Kredit, 25 Orang masyarakat pemanfaat unit
usaha simpan pinjam dan semua sampel berjumlah 31 orang.

a. JenisKelamin Responden

Identitas reponden ini akan memuat-jenis kelamin dari responden. Hal ini
sesungguhnya tidek akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun perlu
dinilai untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

Tabel V.1: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No JenisKelamin Jumlah

1 | Laki-laki 22

2 | Perempuan 9
Jumlah 31

Sumber : Olahan Data Pendlitian 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas reponden adalah laki-laki dengan

jumlah 22 orang dengan minoritas perempuan yang berjumlah 9 orang.
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Dalam penelitian ini terdapat keberagaman usia responden, dimana usiaini

memepengaruhi kemampuan responden dalam memberikan penilaian terhadap

dampak unit u injam. Ad

identit

Tabe V.2: erd
No i

N OO WIN|PF
|

Sumber - iti 20: o=t

Pada i C

banyak adal itar
tahun juga b I

orang adalah r i 52
tahun.

c. Pendidikan Respo

akan memaparkan

en yang paling
orang dan usia 31-35
t atau hanya satu

pada rentang 51-55

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisioner, jawaban yang diberikan oleh

responden tentu saja berbeda-beda. Selain karena perbedaan sifat manusia, juga

dapat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah. Dan yang menjadi

responden dalam penelitian ini tentu sga tingkat pendidikannya berbeda-beda.

Berikut tabel tingkat pendidikan responden :
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Tabe V.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan Jumlah

1.

2. Proces (proses)
3. Output (keluaran)
4. Outcomes (dampak)
Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan responden-responden tersebut

terhadap indikator-indikator penilaian :
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1. Input (masukan)

Input (masukan) adalah masukan yang digunakan agar sistem berfungsi.
Evaluas pada tahap awal program ini untuk memastikan bahwa rencana yang
akan dilaksanakan sesua dengan.masal ah yang ditemukan, yang meliputi sumber
daya, dana, tenaga, sarana dan prasarana yang ada. Untuk indikator input
(masukan) digukan tiga item. penilaian yaitu kuaitas pengelola, modal pinjaman
serta kondisi sarana dan prasarana. Dimana jawabannya bisa dilihat pada tabel
berikut :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Mengenai | ndikator | nput (masukan)

No tem Pengukuran I ndikator Jumlah
Penilaian Baik Kurang Baik | Tidak Baik

1 Kualiigg 21 | 68% Y 22% 3 | 10% | 31 | 100%
Pengelola

2 I\/_Io_dal 27 | 87% - - 4 | 13% | 31 | 100%
pinjaman
Kondisi

3 |saana  dan| 8 [226% | 23 | 74% - - 31 | 100%
prasarana
Jumlah 56 | 181% | 30 | 96% 7 1'23% | 93 | 300%
Rata-rata 19 | 60% 10 32% 2 8% | 31 | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dapat dilihat bahwa kualitas pengelola baik. Dimana masyarakat
pengelola bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Banyak
masyarakat yang menilai bahwa pengelola memberikan pelayanan dengan baik
dan ramah kepada masyarakat yang meminjam. Lalu dari proses pemeilihannya,
pengelola memiliki syarat minimal tamatan pendidikan tingkat SMA. Dan
pengel ola pun sudah pernah diberikan pelatihan yang diadakan di Bengkalis.

Moda pinjaman pun sudah dinilai baik. Dilihat dari penilaian responden,

modal pinjaman sudah memenuhi pinjaman mereka karena masyarakat merasa
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pinjaman mereka terpenuhi. Pengelola pun menilai mereka telah bisa memenunhi
pinjaman untuk masyarakat karena dana yang masih terus bisa digulirkan. Dimana
jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp. 30.000.000 per KK. Moda pada tahun
2012 sebanyak Rp. 1.000.000:000 hingga 5.tahun dan sekarang jumlah seluruh
modal + Rp. 11.000.000.000-,

Kondis sarana dan prasaranayang juga.sudah dinilai baik oleh responden
dan pengelola. Pengel ola merasa sarana dan prasarana sudah baik karena mereka
memiliki alat seperti komputer, sofa dan kantor pelayanan. Hanya saja pengelola
merasa kurang dari segi transportasi untuk dilapangan yang kurang menunjang.

2. Proces (proses)

Proces (proses) adalah bagaimana kebijakan diwujudkan dalam bentuk
pelayanan kepada masyarakat. Y ang berarti bagaimana bentuk proses yang harus
dilalui oleh masyarakat. Bentuk tanggapan responden pada tabel dibawah :

Tabel V.5: Tanggapan Responden Mengenai | ndikator Proces (proses)

No [tem Pengukuran Indikator Jumlah
Penilaian Baik Kurang Baik | Tidak Baik
Verifikas

1 | caon 25 81% 5 16% 1 3% 31 | 100%
pemanfaat
Membuat

2 | pelatihan - - - - 31 | 100% | 31 | 100%
berwirausaha

3 | Penentuan 26 | 84% | 2 | 6% | 3 | 10% | 31 | 100%
agunan
Jumlah 51 165% 7 22% | 35 | 113% | 93 | 300%
Rata-rata 17 55% 2 7% 12 38% | 31 | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019
Verifikas calon pemanfaat sudah dilakukan dengan baik karena mereka

melakukan survey terlebih dahulu ketempat masyarakat calon pemanfaat. Tetapi
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verifikasi calon pemanfaat hanya dilakukan dengan menggunakan survey yang
juga masih menyebabkan masyarakat kurang beruntung yang seharusnya berhak
mendapatkan pinjaman tetapi tidak mendapatkannya.

Pada poin.membuat pelatihan berwirausaha ini, unit.usaha simpan pinjam
belum memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Tentu saja hal
ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan usaha
mereka. Karena belum dilakukannya pelatihan berwirausaha sehingga tidak
sedikit masyarakat yang usaha mereka tidak berkembang dengan baik. Dalam
berwirausaha tentu harus diketahui bagaimana strateginya, misa seperti
menentukan tempat berwirausaha, jenis usaha yang akan dilakukan, cara
mengel ola keuangan dan sebagainya.

Dari hasil angket yang ditanyakan kepada masyarakat mereka merasa
sanggup dan tidak merasa keberatan atas agunan yang telah ditetapkan kepada
mereka. Agunan tersebut tidak memberatkan sebagian besar mereka, tetapi masih
ada masyarakat yang merasa sedikit memberatkan. Tentu saja mereka tidak
merasa keberatan atas agunan yang diberikan, Kkarena pemanfaat adalah
masyarakat yang mempunyal perekonomian. menengah keatas, jika masyarakat
yang kurang mampu tentu saja mereka merasa berat atas agunan yang diberikan.

3. Output (keluaran)

Output (keluaran) adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Yaitu apakah

kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Penilaian tersebut dapat dilihat

dari tanggapan responden yang akan diuraikan padatabel dibawahini :



69

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Mengenai | ndikator Output (keluaran)

No tem Pengukuran Indikator Jumilah
Penilaian Baik Kurang Baik | Tidak baik
Meningkatan

1 | Kresativitas 10 | 32% | 11 | 36% | 10 | 32% | 31 | 100%
Berusaha
Menghindarka
n masyarakat

2 dari pinjaman| 26 | 84% 5 16% | - - 31 | 100%
dengan bunga
tingg
Jumlah 36 | 116% | 16 | 52% | 40| 32% | 62 | 200%
Rata-rata e Fooos 8 26% | 5 | 16% | 31 | 100%

Sumber : Hasll Pengolahan Data Penelitian 2019

Dalam meningkatkan Kkreativitas berusaha, unit usaha simpan pinjam
masih kurang baik dalam hal ini. Karena banyaknya masyarakat yang membuka
usaha dengan jenis yang itu-itu sgja. Salah satu hal yang membuat masyakat tidak
bervarias mungkin salah satunya adalah karena mereka yang menentukan usaha
yang apa yang harus dibuka.-Tentu sga bagi,ymasyarakat yang kurang paham
untuk berwirausaha menjadi bingung. Memang masih ada masyarakat yang bisa
mengelola usahanya sehingga usahanya masih tetap bertahan, tetapi tidak semua
masyarakat bisa melakukan  ini. Untuk mengembangkan usaha tentu sga
membutuhkan pengetahuan yang. belum_ diketahui oleh masyarakat. Sehingga
masih banyak usaha yang tidak berkembang dengan baik.

Selanjutnya menghindarkan masyarakat dari pinjaman dengan bunga
tinggi. Dari angket yang sudah diberikan lalu dijawab oleh reponden, banyak
masyarakat yang menjawab poin ini sudah baik. Dimana sekarang sudah banyak

masyarakat yang lebih memilih meminjam kepada unit usaha simpan pinjam,
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karena menurut mereka bunganya jauh lebih ringan dan membuatr mereka yang
membayar merasa lebih ringan.
4. Outcomes (dampak)
Outcomes.« (dampak) ~adalah penilaian apakah.. suatu pelaksanaan
berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesual dengan tujuan kebijakan?
Y ang penilaiannya dapat dilihat,dari tanggapan responden padatabel dibawah ini:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Mengenai | ndikator. Outcomes (dampak)

NoO Item Pengukuran Indikator Jumlah
Penilaian Baik Kurang Baik | Tidak Baik
Meningkatkan

1 | pendapatan 13 | 42% | 12 | 39% 6 | 19% | 31 | 100%
masyarakat
Masyarakat
tidak

2 | bergantung 18 | 59% 2 6% 11 .36% | 31 | 100%
kepada
rentenir
Jumlah 31 1101% | 14 | 45% | 17 | 55% | 62 | 200%
Rata-rata 15 [-50% 7 22% 9 [28% | 31 | 100%

Sumber : Hasll Pengolahan Data Penelitian 2019

Dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, rata-rata masyarakat
masih memiliki pendapatan yang biasa sga atau tidak jauh berbeda dari
pendapatan mereka sebelumnya. Dilihat dari-usaha yang mereka miliki belum bisa
berkembang dengan baik, sehingga belum terlalu membantu untuk menambah
pendapatan. Memang masih ada masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya
pinjaman ini, tetapi tidak semua masyarakat yang merasakan hal ini. Hanya
sebagian kecil masyarakat yang merasakan peningkatan pendapatannya karena

mereka berhasil mengembangkan usahanya.
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Masyarakat yang bergantung kepada rentenir bisa diatasi oleh unit usaha
simpan pinjam. Karena kecilnya suku bunga dan agunan dari unit usaha simpan
pinjam yang membuat masyarakat merasa tidak keberatan dan lebih memilih
untuk meminjam«kepada unit-usaha simpan-pinjam. Masyarakat yang dahulu
meminjam kepada rentenir sekarang beralih dan lebih memilih untuk. meminjam
kepada unit usaha simpan pinjam. Walaupun mash ada masyarakat yang memilih
meminjam kepada rentenir, tetapi bukan dengan jumlah yang banyak.

Untuk menila hasil dari pendlitian ini, penulis akan menguraikannya

dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Evaluas Unit
Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai
Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa
Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Pengukuran Indikator
No It_em Kurang Jumlah
Penilaian Baik ; Tidak Baik
Baik
Input
1 19 | 60% | 10 | 32% | 2 | 8% | 31 | 100%
(masukan)
p | Proces 170 | 55% | 2| 7% | 12| 38% | 31 | 100%
(proses)
3 | Output 181 58% | 8 | 26% 5 | 16% | 31 | 100%
(keluaran)
g4 |Outcomes |0 g T ooy, | 9 | 28% | 31 | 100%
(dampak)
Jumlah 69 | 223% | 27 | 87% | 28 | 90% | 124 | 400%
Rata-rata 17 | 56% | 7 | 22% | 7 | 22% | 31 | 100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari rekapitulasi indikator input (masukan) dinilai sudah lumayan bak,

dengan hasil rata-rata 60%. Dari indikator input (masukan) yang dinilai adalah
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kualitas pengelola, modal pinjaman dan kondis sarana dan prasarana unit usaha
simpan pinjam. Yang pertama dari kualitas pengelola, waaupun banyak
masyarakat yang merasa pelayanan yang diberikan oleh pengelola sudah baik,
tetapi masih ada.sebagian masyarakat yang.merasa belum, diberikan pelayanan
yang kurang baik oleh pengelola. Dimana sebagian kecil masyarakat ini merasa
pengelola hanya melayani dengan 'baik “saat ,meminjam, tetapi ssat menagih
pinjaman mereka tidak dengan ramah. Yang kedua dari modal pinjaman, banyak
masyarakat yang merasa jumlah pinjamannya telah terpenuhi oleh unit usaha
simpan pinjam, berarti modal sudah mencukupi. Tetapi masih ada sebagian
masyarakat yang tidek mau tau akan hal ini. Tetapi memang pada dasaranya
modal ini sudah mencukupi, tetapi tidak semua pinjaman masyarakat terpenuhi
karena masih adanya masyarakat yang meminjam tetapi jumlah pinjaman yang
didapat tidak sesual denganjumlah yang digukan. Selanjutnya adalah kondisi
sarana dan prasarana. Dimana masyarakat masih masih banyak yang menilai biasa
sgja. Tetapi jika dilihat sekilas sgja, sudah bisa dilihat mungkin prasarana yang
dimiliki sudah melengkapi tetapi tidak dengan dengan sarana kantor pelayanan
yang masih kurang memungkinkan untuk dikatakan sebagai sebuah kantor.

Dari hasil rekapitulasi dapat dikatakan indokator proces (proses) kurang
baik dengan rata-rata persentase 55%. Berdasarakan hasil pertanyaan dari angket
yang diisi oleh masyarakat, penilaian pertama tentang verifikasi calon pemanfaat
sudah dilakukan dengan baik karena survey yang dilakukan oleh tim pengelola.
Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang merasa proses verifikasi belum

berjalan dengan begitu baik karena masih ada masyarakat yang menggunakan
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dana pinjaman ini untuk berwirausaha. Yang kedua membuat pelatihan
berwirausaha. Berkembang atau tidaknya sebuah usaha tentu sgja tergantung
bagaimana masyarakat tersebut mengelola dan mengembangkan usahanya. Masih
banyak masyarakat yang belum.bisa mengembangkan usaha.mereka dengan baik,
salah satu faktornya adalah tidak adanya pelatihan kewirausahaan yang dilakukan.
Pelatihan kewirausaan dilakukan tentu saja untuk membantu masyarakat dalam
memilih jenis usaha yang dibuka, bagaimana memilih tempat berjualan yang
strategis dan sebagaimana. Masyarakat yang meminjam pada unit usaha simpan
pinjam menentukan sendiri usaha yang akan mereka buka. Sehingga masyarakat
yang tidak begitu paham akan membuka usaha yang biasa saja dan itu-itu sgja
tanpa berkreasi, disinilah guna pelatihan kewirausahaan dilakukan. Dan tentang
penentuan agunan, banyak masyarakat yang merasa tidak keberatan dan sanggup
atas agunan yang ditetapkan oleh unit usaha simpan pinjam. Tetapi tentu sga
tidak semua kalangan masyarakat, masih ada sebagian masyarakat yang merasa
keberatan atas agunan yang ditetapkan. Masyarakat yang merasa keberatan atas
agunan yang diberikan karena usaha mereka yang tidak berkembang dengan baik
sehingga mereka merasa berat untuk membayar hutang kepada unit usaha simpan
pinjam. Tetapi pada unit usaha simpan pinjam sebagian besar masyarakat tentu
sgja tidak merasa keberatan atas agunan karena mereka adalah masyarakat yang
memiliki perekonomian menengah keatas dan tidak ada diantara mereka
masyarakat yang kurang mampu.

Penilaian dari indikator output (keluaran) adalah kurang baik dengan rata-

rata jumlah persentase adalah 58%. Dilihat dalam meningkatkan kreativitas
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berusaha, unit usaha simpan pinjam sepertinya belum berhasil melakukakan ini.
Dilihat dari banyak usaha masyarakat yang belum berkembang baik, banyaknya
masyarakat yang membuka usaha biasa-biasa sgja tanpa berkreativitas. Sehingga
usaha belum bisasberadu dengan_usaha-usaha Kreatif lainnya. Dari banyaknya
usaha yang tidak berkembang dengan sudah bisa dilihat bahwa kreativitas
berusaha ini -belum dimiliki, oleh) ‘masyarekat. Dan dalam menghindarkan
masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi sudah berhasil diatasi oleh unit
usaha simpan pinjam. Banyak masyarakat yang menanggapi baik tentang bunga
pinjaman unit usaha simpan pinjam ini. Masyarakat merasa lebih meringankan
mereka dalam melakukan pembayaran karena bunga yang kecil. Dan masyarakat
lebih banyak memilih meminjam kepada unit usaha simpan pinjam.

Tanggapan responden mengenal indikator outcomes (dampak)
memperoleh jumlah rata-rata.50% yang berada pada kategori-kurang baik. Dilihat
dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan unit usaha simpan pinjam
ini belum berhasil membantu masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa
mengembangkan dan mengelola usahanya dengan baik. Tata cara mengelola dan
mengembangkan usaha yang belum dipahami oleh masyarakat sehingga tidak
membuat masyarakat yang membuka usaha tidak bisa mengembangkan usaha
mereka. Berkembang atau tidaknya usaha yang dimiliki oleh masyarakat tentu
sgja mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan kelanjutan untuk melunasi
pinjaman. Dan yang terakhir adalah masyarakat tidak bergantung kepada rentenir.
Unit usaha simpan pinjam banyak membantu masyarakat, tidak hanya dari segi

meminjamkan dana tetapi dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang
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rendah sehingga unit usaha ssmpan pinjam berhasil membuat masyarakat beralih
dan tidak meminjam lagi kepada rentenir. Banyak masyarakat dahulu meminjam
kepada rentenir tetapi setelah adanya unit usaha simpan pinjam masyarakat
memilih beralih karena tidak lagi. meminjam.lalu membayar. dengan bunga yang
tinggi.

Hasi| rekapitulas tanggapan responden. dari semua indikator penilaian
dapat dikatakan kurang baik dengan jumlah rata-rata persentase 56% yang
berdasarkan hasil pengukuran indikator yaitu apabila hasil tanggapan responden
berada pada kategori kurang bailk maka rentang persentase 34%-66%. Dari
seluruh indikator penilaian dapat disimpulkan bahwa unit usaha simpan pinjam
yang lumayan baik dimana pengelola sudah melayani masyarakat dengan baik
yang sudah dengan dibekali dengan pelatihan dan dengan ketetentuan pendidikan
terakhir minimal SMA. Dengan modal pinjaman yang bisa dikatakan mempunyai
jumlah yang banyak, tetapi unit usaha simpan pinjam belum bisa berjalan sesual
dengan tujuan. Karena modal yang seharusnya diberikan untuk membantu
masyarakat yang kurang mampu tetapi pada kenyataan dilapangan dari seluruh
masyarakat pemanfaat unit wusaha sSimpan pinjan belum ada yang
memanfaatkannya adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah
satu penyebab hal ini karena agunan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan,
tetapi masyarakat yang kurang mampu tidak bisa memenuhi agunan tersebut.
Lalu bagi masyarakat pemanfaat, pada saat melakukan pinjaman awal belum bisa
mendapatkan modal pinjaman sesuai yang mereka gjukan. Dimana pinjaman ini

baru bisa diberikan sesuai dengan jumlah yang digjukan jika sudah dilakukan
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penilaian dari pengembalian pinjaman awal, apakah pemanfaat bisa
mengembalikan uang pinjaman dengan tepat waktu dan dinilai dari 6 bulan
pertama pembayaran. Jika saat pinjaman pertama melakukan pembayaran dengan
tepat waktu, maka masyarakat. baru bisa diberikan pinjaman sesuai dengan
jumlah yang digukan. Berarti jika masyarakat yang benar-benar membutuhkan
tidak mendapatkan pinjaman, /maka unit usaha.simpan pinjam belum melakukan
proses verifikas calon pemanfaat dengan tepat karena yang mendapatkan
pinjaman adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah keatas.
Dan masyarakat masih bergantung kepada unit usaha simpan pinjam karena
jumlah pinjaman yang diberikan tidak sesuai’ dengan jumlah yang digjukan,
sehingga selanjutnya masyarakat harus kembali meminjam..Dan hal ini juga
bersangkutan dengan agunan, berarti agunan yang diberikan belum berpihak
kepada masyarakat miskin:- Mengapa masyarakat pemanfaat tidak keberatan
dengan agunan yang ditetapkan? Karena mereka mampu dan mereka bukanlah
target dari tujuan unit usaha simpan pinjam. Masyarakat yang sudah meminjam
juga belum bisa mengembangkan usahanya dengan bak, yang salah satu
penyebabnya adalah belum adanya dilakukan pelatihan kewirausahaan kepada
masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara
mengembangkan sebuah usaha dan strategi berwirausaha yang baik. Pada
umumnya masyarakat hanya membuka usaha yang telah banyak ditengah-tengah
masyarakat seperti kedai harian, sehingga belum ada ekspresi hasil karya
masyarakat. Belum dilakukannya pelatihan kewirausahaan ini dikatakan oleh

pengelola adalah karena belum adanya kejelasan serta keputusan yang tetap dari
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Kabupaten. Semua hal ini tentu sgja hal-hal yang membuat masyarakat belum
bisa meningkatkan pendapatan mereka. Bagaimana pendapatan masyarakat akan
meningkat jika usaha yang diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan
tidak berkembang-dan berjalan.dengan baik..Dan dari hasil-berwirausaha mereka
harus membayar kewajiban membayar hutang kepada unit usaha simpan pinjam.
Tetapi dari hal lain unit usahacsimpan pinjam_ berhasil membantu masyarakat
keluar dari jeratan pinjaman kepada rentenir. Masyarakat banyak beralih dan
memilih meminjam kapada unit usaha simpan pinjam karena tidak perlu

mel akukan pengembalian dengan bunga yang tinggi.

C. Hambatan Evaluas Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha
Milik Desa Balai M akam Bersatu Terhadap Pendapatan M asyarakat Di
Desa Balai Makam K ecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Adapun hambatannya unit usaha simpan pinjam adalah :

1. Memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara dan proses
yang sesual dengan peraturan, yaitu dengan meminta agunan kepada
masyarakat pemanfaat yang membuat hal ini tidak disanggupi oleh
masyarakat miskin dan bahkan di Desa Balar Makam ini pun belum
pernah memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin yang berarti
banyaknya masyarakat yang kurang berhak yang mendapatkan
pinjaman.

2. Kemudian BUM Desa belum memberikan pelatihan kewirausahaan

kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak bisa dengan
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begitu baik mengembangkan usahanya bahkan bangkrut, sehingga

belum membantu pendapatan masyarakat.

. Masyarakat membuka usaha dengan modal yang dimiliki, tetapi

ang mereka butuhkan
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesmpulan

Daric hasil analisis diatas, penulis mengemukakan kesimpulan dari
penelitian bahwa Evaluasi Unit Usaha, Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik
Desa Bala Makam Bersatu terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Balal
Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berada dalam kategori
kurang baik dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya bahwa unit usaha simpan pinjam belum membantu terhadap
pendapatan masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki Kreativitas untuk
mengembangkan usaha dan masih bergantungnya msyarakat kepada unit usaha
simpan pinjam_yang membuat tidek membantu pendapatan masyarakat. Hasll
berwirausaha yang seharusnya bisa dijadikan sebagal pendapatan tetapi harus
disisihkan untuk membayar pinjaman karena masih tbergantung kepada unit usaha
simpan pinjam.

Faktor penghambat dari unit usaha Simpan pinjam adalah agunan yang
belum bisa membantu masyarakat miskin sehingga tidak adanya masyarakat yang
benar-benar membutuhkan yang meminjam di unit usaha simpan pinjam.
Kemudian BUM Desa belum memberikan pelatihan kewirausahaan kepada
masyarakat yang meminjam kepada unit usaha simpan yang membuat banyak
masyarakat belum bisa mengembangkan usahanya dengan baik karena mereka

tidak tau bagaimana cara mengelola usaha dengan tepat.
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Kepada pengelola unit usaha simpan pinjam diharapkan agar
melakukan proses verifikasi dengan lebih baik dan benar-benar
memilih masyarakat. yang mendapatkan pinjaman. Karena tujuan dari
kegiatan ini untuk membantu masyarakat yang tingkat ekonominya
rendah, tetapi hal yang terjadi ‘adalah masyarakat yang benar-benar
membutuhkan tidak mendapatkan pinjaman.

Perlunya dilakukan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat
pemanfaat agar mereka tahu bagaimana mengelola usaha yang baik
dan benar, sehingga hasil usaha bukan hanya sekedar untuk membayar
hutang kepada unit usaha simpan pinjam tetapi benar-benar membantu
pendapatan masyarakat. Dan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis
diharapkan agar-memberikan kepastian yang tegas serta memberikan
dana agar pengelola bisa mel akukan pelatihan berwirausaha.

Dan saran yang terakhir adalah diharapkan kepada pengelola agar
memberikan jumlah pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan yang
dibutuhkan, dengan harapan jikajumlah yang diberikan sudah sesual
dan usaha masyarakat mau sehingga masyarakat tidak bergantung

lagi kepada unit usaha simpan pinjam.
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